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ABSTRAK 

 

TEUKU MUHAMAD HIKMAT NURSALIM. NIM: S.2121014. 
PENGARUH KOMUNIKASI POLITIK KEPALA DESA TERHADAP KINERJA 

PELAYANAN PUBLIK DI DESA BONGOIME KECAMATAN TILONGKABILA 

KABUPATEN BONE BOLANGO. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo, Tahun 2025. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh komunikasi 

politik kepala desa terhadap kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime Kecamatan 

Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan metode survey. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 41 

orang. Adapun metode analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik kepala desa 

berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime, dengan kategori 

sedang yang menunjukkan bahwa komunikasi politik Kepala Desa Bongoime belum 

begitu maksimal dalam mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik aparatur 

pemerintah Desa  

 

Kata kunci : kinerja; pelayanan publik; komunikasi politik. 
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ABSTRACT 

 

TEUKU MUHAMAD HIKMAT NURSALIM.  S2121014.  THE IMPACT OF 

VILLAGE HEAD POLITICAL COMMUNICATION ON PUBLIC SERVICE 

PERFORMANCE IN BONGOIME VILLAGE, TILONGKABILA SUBDISTRICT, 

BONE BOLANGO REGENCY 

 

This research aims to know the impact of the village head's political communication 

on public service performance in Bongoime Village, Tilongkabila Subdistrict, Bone 

Bolango Regency. A quantitative approach with a survey method is employed for this 

research, involving a sample size of 41 participants. Data analysis employs simple 

linear regression analysis. The results indicate that the village head's political 

communication significantly impacts public service performance in Bongoime 

Village, categorizing the impact as moderate. This research suggests that the 

political communication efforts of the Bongoime Village Head have not been fully 

effective in enhancing the public service performance of the village government staff. 

 

Keywords: performance, public service, political communication 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang terkecil, namun 

paling terdepan dan terdekat dengan warganya. Terdepan mengandung makna bahwa 

pemerintah desa berhubungan langsung dengan warga masyarakat, baik dalam bidang 

pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Terdekat berarti pemerintah desa secara 

administratif dan geografis dirasa paling dekat untuk diakses, dimana  secara sosial, 

pemerintah desa itu menyatu dengan denyut nadi kehidupan sosial budaya sehari-hari 

masyarakat setempat. Kondisi demikian yang yang menyebabkan seringkali proses 

pelayanan administrasi dan penyelesaian permasalahan sosial lebih banyak dibawa 

kepemerintah desa, sehingga kepada desa dan perangkat desa dituntut untuk bisa 

melayani masyarakat tanpa mengenal hari libur. 

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupkan bagian dari pemerintahan 

daerah, dan pemerintahan desa merupakan garda terdepan dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat, serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan 

seluruh program dari pemerintah. Hal tersebut akan benar-benar terwujud, jika desa 

mampu melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan semestinya. Eko 

(2014) mengatakan lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 memiliki 

misi yang sangat mulia. Artinya, desa sebagai lembaga yang paling dekat dengan 

masyarakat, akan diberikan kedudukan istimewa oleh negara, dan akan menjadi desa 

yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis serta menjadi pondasi yang kokoh bagi 
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masyarakat. Tata kelola dan pelaksanaan pembangunan. Menuju masyarakat. Adil, 

kaya, sukses. Dengan demikian, pembangunan masyarakat desa mencakup seluruh 

kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa dan meliputi seluruh aspek 

kehidupan masyarakat. Ini akan dilaksanakan secara terpadu, dengan 

mempromosikan pemerintahan mandiri masyarakat dan kerja sama bersama. 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui 

peningkatan mutu hidup, keterampilan, dan keterlibatan masyarakat, dengan 

membangun kemampuan dan potensi sumber daya alam. 

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan publik 

oleh pemerintah desa, kepala desa juga dituntut untuk dapat melaksanakan 

komunikasi politik yang baik, sehingga masyarakat akan mendukung setiap program 

dari pemerintah desa. Pelayanan publik kepada masyarakat merupakan salah satu 

indikator kinerja pemerintahan desa. Karena kualitas pelayanan publik menyangkut 

kepentingan orang banyak dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat dari 

segala lapisan masyarakat, maka warga negara dapat secara langsung menilai kinerja 

pemerintahannya melalui kualitas pelayanan publik yang diterimanya. Hasil dalam 

Pengembangan Pelayanan Publik Praktik kerja yang profesional, efektif, efisien dan 

akuntabel meningkatkan citra positif pemerintah di mata masyarakat desa. 

Demikian halnya dengan pemerintah Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila. 

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Desa Bongoime memerlukan 

dukungan berbagai elemen, baik individu, kelompok, maupun organisasi. Dalam hal 

ini, pemerintahan desa Bongoim adalah suatu organisasi, sehingga kinerja 
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pemerintahan desa adalah kinerja organisasi. Kinerja organisasi sangatlah penting. 

Sebab, jika organisasi penyelenggara pelayanan publik itu baik, maka pelayanan 

publik pun akan terlaksana dengan baik dan dinilai baik. 

Dari pihak pemerintah Desa Bongoime misalnya, karakteristik birokrasi beserta 

segenap orientasi politiknya akan membawa konsekuensi tersendiri bagi pelaksanaan 

tugas-tugas pemerintahan. Sementara dari sisi masyarakat sebagai pengguna jasa 

layanan misalnya, tingkat partisipasi yang rendah dan kurangnya refleksi kritis 

terhadap pekerjaan pemerintah melemahkan posisi masyarakat, sehingga mereka 

tidak punya pilihan selain menerima  layanan apa adanya, meskipun kualitasnya tidak 

memuaskan. Hasil pengamatan penulis tentang kinerja pelayanan publik di Kantor 

Desa Bongoime, masih terdapat permasalahan seperti kurangnya jelasnya prosedur 

pelayanan di kantor desa sehingga masyarakat bingung mau mulai dari mana 

pelayanan ketika tiba di kantor desa; masih ada aparatur yang kurang memahami 

secara teknis pelayanan berdasarkan kejelasan dan sistem pelayanan online, dimana 

beberapa aparatur desa kurang menguasai dalam proses melayani pengurusan secara 

online kepada warga. Permasalahan lainnya yakni sebagian aparatur pemerintah desa 

tidak ada di kantor pada saat jam kerja, yang disebabkan karena tidak adanya 

ketentuan waktu kerja yang jelas bagi aparatur desa dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, aparatur pemerintah desa yang seharusnya bekerja dari jam 07.30 

pagi. Hal ini tentunya membuat prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik 

tidak dapat berjalan dengan baik. Pelayanan publik yang seharusnya dilakukan secara 

sederhana, cepat, tepat, dan mudah baik dari segi waktu, biaya maupun prosedur 
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pelayanan menjadi tidak optimal, sehingga kualitas pelayanan publik yang diberikan 

oleh aparatur pemerintah desa dalam menanggapi atau memenuhi harapan serta 

tuntutan masyarakat secara cepat dan tepat waktu kurang dapat dapat terpenuhi. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Saputra (2020) menyimpulkan bahwa 

minimnya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat karena 

rendahnya pemahamann pemerintah desa terhadap akuntabilitas dalam penerapan 

standar pelayanan dan administrasi yang baik, serta rendahnya pemahaman aturan, 

norma dan etika yang berkembang baik itu di pemerintah desa dan masyarakat.  

Kinerja Pemerintah Desa yang optimal dalam meningkatkan pelayanan publik 

memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas, serta tersedianya sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan yang 

memadai. Di samping itu, komunikasi kepala desa juga harus ditingkatkan, baik pada 

aparatur desa maupun kepada warga masyarakat, agar ditemukan permasalahan 

keduanya.  

Dalam pandangan komunikasi politik pada asas demokrasi, salah satu cara 

kepala desa untuk memperoleh persepsi yang baik di masyarakat adalah dengan cara 

berkomunikasi. Tentu saja yang dimaksud dengan komunikasi tersebut dilakukan 

secara lisan atau memanfaatkan media massa yang ada, seperti koran, radio, website, 

dan lain-lain, atau memanfaatkan non media massa, seperti spanduk, baliho, dan lain-

lain, atau bisa juga melalui saluran komunikasi interpersonal, saluran komunikasi 

kelompok, dan saluran komunikasi organisasi. Akib, dkk (2023:2) mengatakan bahwa 

komunikasi politik adalah proses pertukaran informasi, pesan, dan gagasan antara 
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aktor-aktor politik (seperti partai politik, pemimpin politik, atau kelompok advokasi) 

dengan tujuan mempengaruhi pendapat, sikap, dan perilaku masyarakat dalam 

konteks politik. Komunikasi politik bertujuan untuk mempengaruhi persepsi, 

memperoleh dukungan, membangun citra, dan mempengaruhi keputusan politik. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Simbolon dan Ivanna (2024) menyimpulkan 

komunikasi politik pemerintahan desa berperan penting dalam peningkatan pelayanan 

masyarakat. Komunikasi politik yang efektif antara pemerintah desa dan warga dapat 

memperkuat rasa saling percaya dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi 

masyarakat dalam proses pembangunan. 

Berdasar dari latar belakang yang diuraikan tersebut, peneliti akan melakukan 

penelitia dengan judul: Pengaruh Komunikasi Politik Kepala Desa Terhadap Kinerja 

Pelayanan Publik di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone 

Bolango. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah pokok sebagai berikut: 

Seberapa besar pengaruh komunikasi politik kepala desa terhadap kinerja 

pelayanan publik di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone 

Bolango? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh suatu data analisis mengenai 

pengaruh komunikasi politik kepala desa terhadap kinerja pelayanan publik di Desa 

Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. 

 

1.3.2 Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui pengaruh komunikasi politik kepala desa terhadap kinerja 

pelayanan publik di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone 

Bolango. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Dari segi praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dalam 

mewujudkan kinerja pelayanan publik kepada masyarakat melalui komunikasi politik 

kepala desa. 

2. Dari segi teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi 

pengembangan konsep komunikasi politik dan kinerja pelayanan publik yang telah 

diterima selama perkuliahan. 



7 
 

 

3. Dari segi peneliti 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti 

berikutnya yang ingin meneliti menyangkut masalah komunikasi politik dan kinerja 

pelayanan publik. Sedangkan untuk peneliti sendiri, hasil penelitian ini akan 

dijadikan sebagai bahan perbandingan antara teori dan konsep selama perkuliahan 

dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi di lapangan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi Politik 

2.1.1 Konsep Komunikasi 

“Komunikasi” berasal dari bahasa Latin “cum” (preposisi yang berarti 

“dengan” atau “dengan”) dan “unit” (angka “satu”). Kedua kata ini membentuk kata 

benda "communio." Ini adalah kata bahasa Inggris "communion," yang berarti 

kesatuan, solidaritas, komunitas, koneksi, persatuan,  atau hubungan. Karena 

memiliki komunitas memerlukan usaha dan kerja, kata tersebut berubah menjadi kata 

kerja: berkomunikasi. Berarti berbagi sesuatu dengan seseorang, bertukar sesuatu, 

berbicara kepada seseorang tentang sesuatu, memberi tahu seseorang. “Untuk 

melakukan sesuatu,” “untuk berbincang-bincang,” “untuk bertukar ide,” “untuk 

terhubung,” “untuk menjadi teman,” dan sebagainya. Oleh karena itu komunikasi 

berarti pemberitahuan, percakapan, pertukaran gagasan dan hubungan (Hardjana 

dalam Umam, 2019:-219) 

Komunikasi adalah proses dan kegiatan penyampaian informasi atau pesan dari 

seorang komunikator kepada penerima, yang menanggapi informasi yang 

disampaikan oleh komunikator. Cangara (2018:1) menyatakan bahwa komunikasi 

merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia untuk bertahan hidup 

dalam masyarakat. Kemudian Rogers dan Kincaid dalam Cangara (2018:19) 

menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana dua orang atau lebih 

membentuk atau bertukar informasi satu sama lain, yang menghasilkan saling 
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pengertian yang lebih dalam. Menurut Cangara (2018:56), berkomunikasi dengan diri 

sendiri membantu mengembangkan imajinasi kreatif, memahami dan mengendalikan 

diri, serta meningkatkan kematangan berpikir sebelum mengambil keputusan. 

Mengembangkan imajinasi kreatif berarti menggunakan kekuatan nalar untuk 

menciptakan sesuatu melalui komunikasi dengan diri sendiri. Dengan cara 

demikianlah seseorang dapat menyadari keterbatasan dirinya, mengenal dirinya, 

bagaimana seharusnya ia bersikap, dan bagaimana menempatkan dirinya di tengah 

masyarakat.  

 Di sisi lain, Bangin (2018:57) menyatakan bahwa komunikasi adalah (a) proses 

yang dilalui seseorang untuk memberi makna pada informasi, sikap, dan perilaku 

orang lain. b) Menerima informasi dari orang lain dalam bentuk pengetahuan, bahasa, 

gerak tubuh, sikap, perilaku dan emosi, dan menanggapi informasi, sikap dan 

perilaku tersebut berdasarkan pengalaman sebelumnya. 

Pada hakikatnya, komunikasi berarti penyampaian pesan dari satu pihak ke 

pihak lain. Suatu proses komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang ingin 

disampaikan oleh pengirim pesan  diterima dan dimaknai oleh subjek komunikasi 

atau penerima pesan dalam bentuk, semangat, dan makna yang sama persis dengan 

yang  dimaksudkan oleh pengirim pesan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kasusnya. 

Menurut Pasolong (2018: 444 26) prinsip ini berlandaskan pada pemikiran bahwa 

komunikasi harus mampu mengungkapkan emosi seseorang, baik tujuannya untuk 

mengkomunikasikan keputusan, melakukan pengendalian atau pengawasan, maupun 

untuk menggerakkan bawahan. Hal ini sangat mendasar, terlepas dari tujuan 
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komunikasi, apakah untuk menampilkan pesan atau menyampaikan informasi. pihak 

yang membutuhkan. 

Selanjutnya menurut Mulyana dan Rakhmat (2018:16) mengatakan bahwa bila 

kita memahami komunikasi sebagai suatu proses, ada beberapa karakteristik yang 

membantu kita memahami bagaimana sebenarnya komunikasi berlangsung: 

1. Komunikasi itu dinamik. Komunikasi adalah suatu aktivitas yang terus 

berlangsung dan selalu berubah. Sebagai para pelaku komunikasi, secara konstan 

kita dipengaruhi oleh pesan orang lain dan sebagai konsekuensinya, kita 

mengalami perubahan yang terus menerus. Setiap orang dalam hidup sehari-hari 

bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang dan orang-orang ini mempengaruhi 

kita. Setiap kali kita terpengaruh, kita berubah, seberapa kecil pun perubahan itu. 

Itu berarti bahwa kita menjalani hidup ini sebagai orang-orang yang terus 

menerus berubah-orang-orang dinamik. 

2. Komunikasi itu interaktif. Komunikasi terjadi antara sumber dan penerima. Ini 

mengimplikasikan dua orang atau lebih yang membawa latar belakang dan 

pengalaman unik mereka masing-masing ke peristiwa komunikasi. Latar belakang 

dan pengalaman unik mereka tersebut mempengaruhi interaksi mereka. Interaksi 

juga menandakan situasi timbal balik yang memungkinkan setiap pihak 

mempegaruhi pihak lainnya. Setiap pihak secara serentak menciptakan pesan 

yang dimaksudkan untuk memperoleh respon-respon tertentu dari pihak lainnya. 

3. Komunikasi bersifat ireversibel, artinya setelah sesuatu dikatakan dan seseorang 

telah menerima serta menguraikan pesan tersebut, pesan tersebut tidak dapat 
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dibatalkan lagi dan efeknya tidak dapat dihilangkan sama sekali. Setelah penerima 

terpengaruh oleh suatu pesan, pengaruh tersebut tidak dapat dibatalkan 

sepenuhnya. 

4. Komunikasi terjadi dalam konteks fisik dan sosial. Ketika kita berinteraksi 

dengan orang lain, interaksi itu tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi  dalam 

lingkungan fisik tertentu dan dinamika sosial tertentu. 

2.1.2 Fungsi Komunikasi 

Menurut Sendjaja dalam Bungin (2018:274), suatu organisasi yang bersifat 

mencari keuntungan atau nirlaba mempunyai empat fungsi organisasi, yaitu fungsi 

informasi, fungsi pengaturan, fungsi persuasif, dan fungsi integratif. Keempat fungsi 

tersebut dijelaskan di bawah ini: 

1) Fungsi Informasi 

 

Suatu organisasi dapat dianggap sebagai sistem pemrosesan informasi. Artinya, 

setiap anggota organisasi Anda ingin menerima informasi yang lebih banyak, 

lebih baik, dan terkini. Informasi yang Anda peroleh akan membantu semua 

anggota organisasi Anda melakukan pekerjaan mereka dengan percaya diri. 

Informasi pada dasarnya sangat dibutuhkan dalam setiap organisasi. 

Administrator memerlukan informasi untuk membuat kebijakan perusahaan dan 

menyelesaikan konflik yang muncul dalam organisasi. Pada saat yang sama, 

karyawan (bawahan) membutuhkan informasi yang tidak hanya diperlukan untuk 

melaksanakan pekerjaannya, tetapi juga informasi tentang  keamanan, jaminan 

sosial, asuransi kesehatan, izin, liburan, dll. 
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2) Fungsi Pengaturan 

Fungsi pengaturan ini mengacu pada peraturan yang diterapkan dalam suatu 

organisasi. Di setiap lembaga atau organisasi, ada dua hal yang memengaruhi 

fungsi pengaturan ini. Pertama, ada atasan Anda atau mereka yang berada dalam 

struktur manajemen - orang-orang yang memiliki wewenang untuk 

mengendalikan semua informasi yang dikomunikasikan. Mereka juga memiliki 

wewenang untuk memberikan instruksi dan perintah, dan sering ditempatkan 

pada tingkat tertinggi (jabatan fungsional) dalam struktur organisasi untuk 

memastikan bahwa perintah tersebut dilaksanakan dengan benar. Kedua, ada 

hubungannya dengan pesan. Pesan peraturan terutama berorientasi bisnis. 

Artinya, bawahan membutuhkan kepastian hukum tentang peraturan yang 

berlaku pada pekerjaan yang diizinkan untuk mereka lakukan. 

3) Fungsi Persuasi 

Ketika memimpin sebuah organisasi, kekuasaan dan wewenang tidak  selalu 

menghasilkan hasil  yang Anda harapkan. Melihat kenyataan ini,  banyak 

pemimpin yang lebih suka membujuk bawahannya daripada memberi perintah. 

Inisiatif oleh karyawan lebih dikenal luas daripada unjuk kekuatan dan 

kewibawaan manajemen yang terus-menerus. 

4) Kemampuan Integrasi 

Setiap organisasi berupaya keras menyediakan saluran di mana karyawannya 

dapat melaksanakan tugas dan melakukan pekerjaan dengan baik. Baik saluran 

komunikasi formal, seperti publikasi khusus dalam organisasi (buletin, buletin) 
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dan laporan tentang kemajuan organisasi, maupun saluran komunikasi informal, 

seperti percakapan antarpribadi selama jam istirahat kerja, pertandingan 

olahraga, dan kunjungan lapangan. Ada. Kegiatan ini akan mendorong karyawan 

untuk lebih terlibat dalam perusahaan. 

 

2.1.3 Konsep Komunikasi Politik 

Dalam setiap aktivitas manusia selalu membutuhkan komunikasi. Dapat 

dikatakan bahwa hal komunikasi adalah suatu hal yang sangat mutlak dalam 

kehidupan konkrit setiap manusia. Komunikator dalam sebuah komunikasi selalu 

terjadi didalam suatu matriks kehidupan sosial. Komunikasi itu pun terjadi di dalam 

situasi sosial sejak awal mulanya sebuah komunikasi, berkembang sampai 

berakhirnya, Artinya: relasi antara komunikator dan khalayak atau publik merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari sistem sosial. Komunikator massa, sebagai 

organisasi yang menempati posisi penting dan sensitif dalam jaringan sosial, 

memiliki kekuatan untuk menolak atau menyeleksi informasi sebagai respons 

terhadap berbagai tekanan yang muncul dalam sistem sosial yang relevan yang 

sedang berkembang di masyarakat pada suatu waktu tertentu.  

Komunikasi politik dapat dilihat sebagai cara membangun citra politik. 

Kampanye dapat dilakukan oleh calon tertentu, sekelompok orang (tim kampanye), 

atau partai politik sebagai salah satu bentuk komunikasi politik untuk memperoleh 

dukungan politik dari masyarakat. Menurut Arifin (2015), kampanye politik adalah 

penerapan komunikasi politik yang dilakukan oleh individu, kelompok individu, atau 
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organisasi politik untuk menciptakan dan menyebarkan citra dan opini publik yang 

positif guna memenangkan pemilihan umum. Dalam kampanye politik, hal yang 

paling signifikan adalah tentang pesan atau informasi yang disampaikan oleh para 

calon kandidat. Untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan 

kampanye, diperlukan adanya pemberitaan kampanye yang dapat dilakukan melalui 

media massa. 

Parlov (Mufti, 2017) mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses dimana 

para pemimpin, media, dan warga negara suatu negara berbagi dan menumbuhkan 

pemahaman tentang makna pesan yang terkait dengan kebijakan publik. Ada yang 

mengartikan komunikasi politik sebagai keseluruhan proses transmisi, pertukaran, 

dan pencarian informasi (termasuk fakta, opini, keyakinan, dll.) yang dilakukan oleh  

partisipan dalam aktivitas politik yang dilembagakan. 

Komunikasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari dan dipengaruhi oleh 

budaya politik suatu masyarakat. Pada saat yang sama, komunikasi politik dapat 

menciptakan, memelihara, dan menyebarkan budaya politik, jadi menganalisis 

budaya politik suatu masyarakat dengan berfokus pada struktur pesan dan pola 

komunikasi politik yang diungkapkan di dalamnya. Anda bisa. Menurut Rush dan 

Althoff dalam Bajari dan Saragi (2017:413), komunikasi politik adalah transfer 

informasi yang relevan secara politik dari satu bagian sistem politik ke sistem politik  

lain, dan antara sistem sosial dan politik. Tujuannya adalah untuk 

mengkomunikasikan. Ini adalah elemen dinamis dari sistem politik, dan proses 

sosialisasi, partisipasi, dan adopsi politik bergantung pada komunikasi. 
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Adapun tujuan utama dari komunikasi politik adalah mempengaruhi proses 

politik, seperti pemilihan umum, pengambilan keputusan politik, atau dukungan 

terhadap kebijakan dan program politik tertentu. Komunikasi politik juga berperan 

dalam pembentukan citra dan identitas politik, pengelolaan hubungan dengan media, 

pembentukan koalisi politik, dan mobilisasi massa. Komunikasi politik tidak hanya 

mencakup pesan yang disampaikan, tetapi juga melibatkan pemilihan media atau 

saluran komunikasi yang tepat, penyesuaian pesan dengan audiens yang dituju, dan 

pengelolaan persepsi publik. Aktor-aktor politik dalam komunikasi politik berusaha 

untuk mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat, memperoleh dukungan, dan 

membangun hubungan politik yang bermanfaat. 

 

2.1.4 Indikator Komunikasi Politik 

Unsur-unsur komunikasi politik tidak berbeda dengan unsur-unsur komunikasi 

umum. Pada dasarnya, ia terdiri dari komunikator (pengirim pesan), pesan, dan 

komunikator lain (penerima pesan). Nimmo juga mengkaji komunikasi politik dalam 

Junaedi (2018:24) yang meliputi unsur-unsur seperti komunikator politik, pesan 

politik, media politik, khalayak politik, dampak dan hasil politik. Komunikasi politik 

adalah diskusi politik yang mengandung unsur komunikatif dengan konsekuensi 

politik tertentu. 

a) Komunikator politik 

Semua peristiwa komunikasi yang terjadi dalam kehidupan sosial selalu 

melibatkan sumber sebagai pembuat informasi atau pengirim informasi itu 
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sendiri, yang disebut komunikator. Komunikator dalam proses komunikasi 

politik memainkan peran sebagai pembentuk opini publik. Sedangkan pesan 

adalah pembicaraan-pembicaraan sebagai proses negosiasi yang bertujuan 

membentuk pengertian bersama diantara berbagai pihak tentang bagaimana sikap 

seharusnya yang harus diperankan setiap pihak dan bagaimana bertindak 

terhadap sesamanya. Hal mendasar menjadi pembahasan dalam komunikasi 

politik adalah akibat yang ditimbulkan oleh komunikasi politik. Akibat tersebut 

dapat berbentuk simpati, partisipasi tetapi juga dapat berwujud sinisme, antipasti 

serta perlawanan politik. Dengan demikian komunikasi politik harus mampu 

menghasilkan pembentukan dan perubahan sikap positif tetapi dapat juga 

bermakna negatif bagi komunikator politiknya. 

b) Pesan politik 

Pesan yang dimaksud adalah sebuah proses yang disampaikan oleh seorang 

pengirim kepada seorang penerima. Dalam konteks ini, isi dari pesan, dapat 

berupa sebuah informasi ataupun ilmu pengetahuan, atau berupa hiburan, atau 

pun nasehat, atau pun juga berupa sebuah propaganda yang hebat dan handal.  

Effendi (2016:6) menyatakan bahwa teknologi komunikasi adalah metode atau 

“seni” yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesan  sedemikian 

rupa sehingga menimbulkan efek tertentu bagi penerimanya. Pesan yang 

disampaikan oleh komunikator merupakan pernyataan yang dimaksudkan untuk 

mengarahkan pikiran dan perasaan dan dapat berupa ide, informasi, keluhan, 

keyakinan, himbauan, rekomendasi, dan lain-lain. Di sisi lain, pesan dalam 
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komunikasi politik dimaksudkan untuk memengaruhi orang lain. Nimmo 

mengklasifikasikan pesan dalam kegiatan komunikasi politik  menjadi tiga 

kategori: Yang pertama adalah  tentang kekuasaan, yaitu tentang memengaruhi 

orang lain melalui janji dan ancaman. Yang kedua adalah pembahasan tentang 

pengaruh. Pesan dalam komunikasi politik ditujukan kepada khalayak dengan 

berbagai cara dan dapat mencakup saran, dorongan, permintaan, peringatan, dan 

lain-lain. Dan yang ketiga tentang otoritas. Pesan dari pidato yang berwibawa 

adalah memberi perintah. Diskusi ini mengharuskan hadirin untuk 

mengembangkan rasa tunduk kepada pemimpin. 

c) Media politik 

Dalam sebuah komunikasi, media yang dimaksud di sini sebagai alat atau sarana 

yang selalu digunakan untuk menyampaikan pesan dalam konteks memindahkan 

sebuah pesan dari sumber atau komunikator kepada penerima. Nimmo (2015:75) 

mengusulkan tiga jenis media komunikasi yang digunakan dalam kegiatan 

komunikasi politik: Ada tiga jenis media: media massa, media komunikasi 

interpersonal, dan media komunikasi organisasi. Saluran komunikasi massa hadir 

dalam dua bentuk, masing-masing berdasarkan pada keterusterangan komunikasi 

satu ke orang banyak. 

Bentuk yang pertama terdiri atas komunikasi tatap muka seperti bila seorang 

kandidat politik berbicara di depan rapat umum atau ketika seseorang berbicara 

di depan khalayak besar atau konferensi pers. Bentuk yang kedua terjadi jika ada 

perantara ditempatkan diantara komunikator dan khalayak. Di sini media, 
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teknologi, sarana komunikasi lainnya turut serta. Media cetak dan elektronik 

memiliki sarana yang berbeda dalam menyebarluaskan informasi. 

d) Khalayak politik 

Penerima dalam sebuah komunikasi adalah pihak yang akan menjadi sasaran 

pesan yang dikirim oleh sumber atau pembuat informasi atau komunikator. 

Penerima ini bisa saja secara individual, pribadi atau secara kelompok kolegial 

bersama orang lain. Jadi bisa dalam bentuk kelompok, bisa dalam sebuah partai 

politik atau pun di dalam sebuah negara. Dalam proses sebuah komunikasi, 

penerima sebagai elemen yang utama yang bisa menjadi sasaran dari sebuah 

komunikasi. Nimmo (2015) memberikan pengertian khalayak dengan sejumlah 

orang yang bertindak atau cenderung bertindak yaitu, dalam berbagai tahap 

tindakan. Bila didefinisikan sebagai suatu kegiatan, suatu kelompok terdiri atas 

orang-orang yang melakukan kegiatan yang dipersatukan tanpa menghiraukan 

apakah yang mendasari kegiatan itu berupa organisasi formal atau tidak formal. 

Artinya, orang bergabung untuk bertindak dalam proses opini meskipun tidak di 

organisasi secara formal membentuk kelompok atau opini publik. 

e) Efek atau akibat politik 

Efek atau pengaruh adalah perbedaan kondisi antara apa yang dipikirkan 

penerima, apa yang dilakukan penerima, dan apa yang dirasakan oleh penerima 

pada saat sebelum dan sesudah menerima sebuah pesan, apakah itu terjadi secara 

pribadi orang per orang atau terjadi secara bersama dan berkelompok. Dalam 

konteks ini, pengaruh atau efek, bisa terjadi pada sikap, perilaku dan juga 



19 
 

 

pengetahuan si penerima pesan. Dalam konteks ini juga, pengaruh atau efek 

dapat juga diartikan sebagai perubahan atau penguatan keyakinan dari si 

penerima pada pengetahuan, tindakan dan juga perilaku yang dilihat sebagai 

akibat penerimaan sebuah pesan. Dampak dari semua komunikasi yang 

ditargetkan memiliki satu tujuan: memengaruhi audiens atau penerima. Pengaruh 

adalah perbedaan dalam cara penerima berpikir, merasakan, atau bertindak 

sebelum dan sesudah menerima pesan. Dampak adalah efek dari pesan. Dalam 

komunikasi pelayanan publik, efek yang diharapkan dari kegiatan komunikasi 

politik adalah keikutsertaan warga masyarakat dalam menyampaikan saran 

perbaikan atau kritik. 

 

2.2 Kinerja Pelayanan Publik 

2.2.1 Konsep Kinerja 

Sumber daya manusia merupakan sasaran dari seluruh kegiatan pemerintahan 

dan karenanya sumber daya manusia merupakan faktor kunci bagi efisiensi dan 

efektivitas proses kerja. Aparatur ini merupakan aktor yang menggerakkan 

mekanisme proses sistem pemerintahan. Oleh karena itu, agar mekanisme 

pemerintahan dapat berfungsi sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang diharapkan, 

orang, subjek, atau pelaku juga harus memiliki keterampilan dan kinerja yang baik. 

Prawirosentono (2017:2) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi secara 
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sah untuk mencapai tujuan organisasi  sesuai dengan kewenangan dan tanggung 

jawab masing-masing. Ia mengatakan ada. Sesuai dengan hukum, moral dan etika. 

Keberhasilan organisasi untuk meningkatkan kinerja sangat tergantung dari 

seberapa besar kinerja pegawai yang dimiliki, karena unsur pegawailah yang berperan 

penting yang akan menentukan keberhasilan peningkatan kinerja organisasi. Hal ini 

disadari bahwa untuk mewujudkan tujuan dari suatu organisasi sangatlah diperlukan 

kinerja yang baik dari para pegawainya. Dengan kinerja yang tinggi dari para 

pegawai, maka pelaksanaan tugas akan lebih efektif dan efisien sehingga pegawai 

dapat mewujudkan tujuan organisasi secara tepat dan cepat. Oleh sebab itu, dalam 

pelaksanaan tugasnya, pegawai diharapkan mampu mewujudkan konstribusinya 

terhadap pencapaian tujuan organisasi.  

Kemudian, Nawawi (2018:234) mengatakan bahwa kinerja ialah hasil 

pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bersifat fisik atau material mupun non-fiisk atau 

non material. Dalam penggunaannya di bidang manajemen keorganisasian, istilah 

(performance) ini dipakai untuk menunjukan atau mengukur pelaksanaan dan hasil 

kerja (prestasi) yang dicapai oleh seseorang, kelompok atau organisasi menrut ukuran 

yang berlaku untuk suatu tugas/pekerjaan dan dalam waktu tertentu yang ditentukan. 

Dengan demikian, kinerja seorang pegawai baru akan dapat diketahui apabila 

seseorang menghasilkan suatu pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditentukan 

bersama. Pembinaan pegawai negeri khususnya pegawai yang ditempat diposisi 

terdepan dalam memberikan pelayanan publik mutlak dilakukan untuk mewujudkan 
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citra pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada negara. Konsep kinerja 

merupakan modifikasi mendasar atau pergeseran paradigma dibandingkan dengan 

konsep produktivitas. Awalnya, istilah produktivitas sering digunakan untuk 

menggambarkan kemampuan individu atau organisasi untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

Umar dalam Riduwan (2018:412) mengatakan bahwa kinerja dapat diartikan 

sebagai watak atau semangat fundamental yang menghasilkan produktivitas dan 

kinerja dari kebiasaan suatu kelompok masyarakat tertentu dalam melakukan hal-hal 

yang berkaitan dengan kewajibannya. Dalam organisasi profesional, sebagai bentuk 

konsekuensi logis dari apa yang telah diberikan kepada organisasi, maka pegawai 

mendapatkan imbalan atas prestasi yang ditunjukkannya. Sesuatu yang diterima 

pegawai sebagai balas jasa atas kerja pegawai disebut dengan istilah kompensasi. 

2.2.2 Konsep Pelayanan Publik 

Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang 

lain. Tingkat kecanggihan hanya dapat diapresiasi oleh orang yang menyajikan atau 

menerima makanan. Dalam hal ini, ada komunikasi internal antara kedua pihak dan 

kepuasan yang dicapai bergantung pada konteks di mana interaksi layanan 

berlangsung. Jika upaya untuk mencapai kepuasan bersama gagal membangun timbal 

balik, kesinambungan interaksi berikutnya dapat terganggu. 

Moenir (2020:17) mengemukakan bahwa pelayanan merupakan suatu proses 

dan karenanya pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan. Teori siklus hidup 
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kepemimpinan menggambarkan kebutuhan dan kinerja manusia sebagai proses 

layanan yang terjadi setiap hari dan berkelanjutan serta mencakup rentang hidup 

orang-orang dalam masyarakat. Selanjutnya, Moenir (2020:88) mengatakan bahwa 

dalam pelayanan umum terdapat faktor-faktor pendukung yang penting, diantaranya 

faktor sarana kerja, kemudahan faktor sikap, terdiri dari kesopanan/keramahan. 

Petugas menerima atau mengemban tugas dengan ikhlas sehingga berdampak pada 

pelaksanaan tugas, hal ini dapat dilihat dari penjelasan aturan yakni kesenangan 

menerima aturan kemudian kedisiplinan pegawai, pendapatan pegawai dan yang 

paling penting adalah keterampilan pegawai yang berpengaruh kepada perlunya diklat 

untuk menambah pengetahuan petugas kemudian yang terakhir adalah faktor 

mekanisme atau tata cara yakni kejelasan pemberian tugas oleh atasan. 

Di sektor publik, masalah pelayanan memainkan peranan penting. Sebab, hal 

tersebut merupakan masalah kepentingan umum yang diselenggarakan oleh negara 

dengan seluruh  pegawai negeri yang terlibat sebagai pegawai negeri sipil. Pelayanan 

publik merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mengurangi 

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan peningkatan kualitas 

pelayanan publik merupakan investasi dalam penguatan sumber daya manusia. Hal 

ini akan berdampak pada produktivitas masyarakat di masa depan, sementara pada 

saat yang sama layanan publik secara langsung memenuhi kebutuhan dasar, yang 

merupakan tujuan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan standar hidup 

masyarakat. 



23 
 

 

Kurniawan dalam Pasolong (2018:199) menyatakan bahwa pelayanan publik 

adalah pemberian layanan yang memenuhi kebutuhan orang lain dan masyarakat 

yang berkepentingan terhadap organisasi, dengan mengikuti aturan dasar dan 

prosedur yang  ditetapkan. Ta. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor 63 Tahun 

2004, pelayanan publik kini diartikan sebagai pemberian pelayanan yang baik kepada 

masyarakat, yang merupakan cerminan kewajiban pegawai pemerintah sebagai 

aparatur sipil negara. Menurut Ratminto dan Winarsih (2018:5), pelayanan publik 

atau pelayanan umum adalah segala bentuk  pelayanan, baik  barang publik maupun 

jasa publik, yang pada hakikatnya diselenggarakan secara terpusat dan bertanggung 

jawab oleh lembaga negara; penyelenggaraannya dilaksanakan oleh masyarakat, 

pemerintah, dan/atau badan usaha milik negara. Di lingkungan lokal, negara bagian, 

atau perusahaan lokal sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan sosial atau 

sebagai bagian dari penerapan ketentuan hukum dan peraturan. 

Kemudian Mahmudi (2015: 229) menyatakan bahwa pelayanan publik adalah 

segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik dalam 

hal ini adalah badan publik, misalnya: (a) unit operasional/unit organisasi 

kementerian. b) Departemen c) Lembaga Pemerintah Selain Menteri d) Sekretariat 

Lembaga Negara Tertinggi dan Menengah, misalnya Sekretariat Dewan (Setwan), 

Sekretariat Negara (Setneg), dan sebagainya. e) Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 
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f) Badan Usaha Milik Negara (BHMN); g) Badan Usaha Milik Daerah (BHMD); dan 

(h) badan publik lainnya (termasuk kementerian) di pusat dan daerah. 

 

2.2.3 Indikator Kinerja Pelayanan Publik 

Islamy menjelaskan dalam Rohman, et al. (2017:118) mengemukakan beberapa 

prinsip dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam mengoptimalkan kinerja birokrasi 

pelayanan di tingkat daerah. Hal ini juga terkait erat  dengan peningkatan situasi 

internal organisasi. Prinsip-prinsip ini meliputi:  

a) Prinsip aksesibilitas. Kami mengharuskan semua layanan mudah diakses oleh 

semua pengguna layanan. Ini terkait dengan masalah lokasi, jarak, dan proses 

pelayanan.   

b) Asas kesinambungan, yaitu upaya mengutamakan jenis pelayanan perlu terus 

menerus diberikan kepada masyarakat, dengan adanya kepastian dan kejelasan 

tentang kaidah-kaidah yang mengatur proses pelayanan.  

c) Prinsip teknis. Dengan kata lain, prinsip ini mengacu pada proses penyampaian 

yang dilakukan oleh personel yang benar-benar memahami aspek teknis 

penyampaian dan harus berlandaskan pada kejelasan, keamanan dan kestabilan 

sistem, prosedur dan alat penyampaian.  

d) Prinsip profitabilitas berarti bahwa pelayanan harus diberikan seefektif dan 

seefisien mungkin, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan 

masyarakat luas. Prinsip tanggung jawab. Artinya, karena tugas PNS pada 

hakikatnya adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya, maka masyarakat 
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harus mempertanggungjawabkan proses, produk, dan mutu pelayanan yang 

diberikannya. 

 

2.3 Pemerintah Desa 

Desa adalah suatu kawasan permukiman kolektif atau kesatuan hukum dan 

kesatuan pemerintahan yang berupa tempat tinggal, beserta tanah garapan, daerah 

penangkapan ikan, sawah, padang rumput, hutan terbuka, serta mempunyai 

laut/danau/sungai/irigasi dan tepi gunung. Semua wilayah ini dikuasai oleh hak adat 

masyarakat desa.  

 Pemerintahan desa adalah bagian pemerintahan nasional yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di perdesaan. Tata kelola desa merupakan 

proses memadukan upaya masyarakat desa dan pemerintah untuk meningkatkan taraf 

hidup masyarakat (Surasih, 2016: 23). 

Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD). Pemerintahan desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan 

perangkat desa. Menurut PP No. 29 Undang-Undang No. 72 Tahun 2005 tentang 

Desa, Dewan Pertimbangan Desa adalah “lembaga yang mewujudkan demokrasi 

dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan.” Ditetapkan. Anggota Panitia Musyawarah Desa merupakan wakil dari 

penduduk Desa yang bersangkutan, berdasarkan keterwakilan masyarakat setempat 

yang ditentukan melalui musyawarah dan mufakat (PP No. 72/2005, Pasal 29). 
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Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang mengatur tentang 

desa, bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan desa. Lembaga ini dapat dianggap sebagai ”perlemennya” desa. 

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang berdasarkan 

keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mufakat. 

Masih dalam Peratutan Pemerintah ini, pasal 30 (2) menyebutkan bahwa anggota 

BPD terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka 

agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lain. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 

tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan 

berikutnya. 

BPD merupakan wadah perwakilan berbagai kepentingan dan kelompok dalam 

masyarakat desa. Oleh karena itu, BPD menempati posisi penting sebagai jembatan 

antara pemerintah desa dan masyarakat dan sekaligus berfungsi sebagai mitra kerja 

bagi pemerintah desa dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pemerintahan 

dan pembangunan tanpa harus saling membawahi. 

 

2.4 Kerangka Pikir 

Komunikasi politik merupakan aktivitas seseorang atau pemimpin dalam 

menyanpaikan pesan kepada orang lain. Seorang kepala desa selaku pimpinan di 

desanya dapat menggunakan komunikasi politik, baik menggunakan media 



27 
 

 

komunikasi atau tidak, untuk menyampaikan ide dan gagasannya kepada aparatur 

desa dan masyarakatnya agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 

dapat terselenggara dengan baik, dimana ada keterlibatan aparatur desa, masyarakat 

dan swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk meningkatkan kinerja 

pelayanan publik tersebut, sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan desa yang good 

government. Komunikasi politik di dalam ranah lokal, terutama dalam desa, memiliki 

peranan yang sangat vital dalam mengelola pelayanan publik dengan efisien dan 

berkualitas. 

Nimmo dalam Junaedi (2018:24) mengatakan bahwa dalam mengkaji 

komunikasi politik melibatkan unsur-unsur, yakni: komunikator politik, pesan politik, 

media politik, khalayak politik, serta efek atau akibat politik. Adapun kinerja 

pelayanan publik menurut Islamy dalam Rohman, dkk (2017:118) mengatakan bahwa 

prinsip pokok yang bisa dijadikan pedoman dalam mengoptimalkan kinerja birokrasi 

pelayanan di tingkat lokal, yakni: a) prinsip aksesabilitas; b) prinsip kontiunitas; c) 

prinsip teknikalitas; d) prinsip profitabilitas; dan e) prinsip akuntabilitas. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat digambarkan skema penelitian sebagai berikut. 
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Gambar 2.1 bagan kerangkan pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Hipotesis 

Riduwan (2018:35) mengatakan bahwa hipotesis ialah jawaban atau dugaan 

sementara yang harus diuji lagi kebenarannya melalui penelitian ilmiah. Hipotesis 

dalam penelitian ini ialah: 

KINERJA PELAYANAN PUBLIK 

(variabel Y) 

a) prinsip aksesabilitas 

b) prinsip kontiunitas 

c) prinsip teknikalitas 

d) prinsip profitabilitas 

e) prinsip akuntabilitas 

Berdasarkan pendapat Islamy dalam 

Rohman, dkk (2017:118) 

KOMUNIKASI POLITIK (variabel X) 

a) komunikator politik 

b) pesan politik 

c) media politik 

d) khalayak politik 

e) efek atau akibat politik 

Berdasarkan pendapat Nimmo dalam 

Junaedi (2018:24) 

KEPALA DESA 

BONGOIME 
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Ho: Komunikasi politik kepala desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pelayanan 

publik di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. 

Ha: Komunikasi politik kepala desa berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik di 

Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. 
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BAB III  

OBYEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka berpikir yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka pokok bahasan penelitian ini adalah 

komunikasi politik kepala desa dan kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime 

Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Dalam penelitian ini, peneliti 

diperlukan waktu selama tiga bulan. 

 

3.2 Desain Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian kuantitatif 

dengan menggunakan pendekatan survei, yaitu penelitian dengan menggunakan kata-

kata, kalimat dan angka berdasarkan sampel dan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data utama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner. Menurut Nasir (2014:65), metode pendekatan penelitian adalah 

mengekstraksi fakta dari gejala yang ada dan mencari informasi faktual tentang 

lembaga-lembaga baik  sosial, ekonomi, maupun politik  suatu kelompok atau daerah. 

 

3.3 Operasionalisasi Variabel 

Untuk mengetahui data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

terlebih dahulu perlu mengoperasionalkan variabel penelitian. Ada dua variabel 

dalam penelitian ini yaitu komunikasi politik kepala desa (variabel X) dan kinerja 
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pelayanan (variabel Y). Adapun uraian lebih lanjut tentang operasionalisasi variabel 

adalah sebagai berikut: 

Komunikasi politik kepala desa ialah penyampaian pesan kepala desa yang 

diarahkan kepada suatu pencapaian sehingga berpengaruh dalam kegiatan komunikasi 

sehingga mampu mengikat semua kelompok masyarakat desa. Nimmo dalam Junaedi 

(2018:24) mengatakan bahwa komunikasi politik melibatkan unsur-unsur, yakni:  

a) komunikator politik 

b) pesan politik 

c) media politik 

d) khalayak politik, serta  

e) efek atau akibat politik 

Kinerja pelayanan publik ialah hasil pemberian pelayanan untuk memenuhi 

keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada pemerintah desa sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Islamy dalam Rohman, dkk 

(2017:118) mengatakan bahwa prinsip pokok yang bisa dijadikan pedoman dalam 

kinerja pelayanan, yakni:  

a) prinsip aksesabilitas  

b) prinsip kontiunitas  

c) prinsip teknikalitas 

d) prinsip profitabilitas; dan  

e) prinsip akuntabilitas. 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel. 

 

Tabel  3.1 

Operasionalisasi variabel X dan Y 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

Komunikasi 

politik kepala 

desa (variabel 

X) 

 

Berdasarkan 

pendapat 

Nimmo dalam 

Junaedi 

(2018:24) 

 

a) komunikator 

politik 

 

b) pesan politik 

 

 

 

 

 

 

 

c) media politik 

 

 

d) khalayak politik, 

serta  

 

e) efek atau akibat 

- membentuk pengertian bersama 

diantara aparatur desa dan 

masyarakat  

- membentuk opini publik yang 

positip tentang pelayanan publik  

- mempengaruhi masyarakat 

dengan berbagai pesan yang 

disampaikan 

- berkomunikasi tatap muka 

dengan aparatur desa dan warga 

masyarakat  

- menggunakan media cetak dan 

media elektronik dalam 

menyampaikan informasi  

- Informasi yang disampaikan 

kepala desa dapat dipahami oleh 

warga masyarakat 

- Masyarakat aktif memberikan 

 

 

 

 

 

 

Likert 
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politik 

 

saran dan masukan kepada 

pemerintah desa  

Kinerja 

pelayanan 

publik 

(variabel Y) 

 

Berdasarkan 

pendapat 

Islamy dalam 

Rohman, dkk 

(2017:118) 

a) prinsip 

aksesabilitas  

 

 

b) prinsip 

kontiunitas  

 

 

 

c) prinsip 

teknikalitas 

 

 

d) prinsip 

profitabilitas;  

 

 

 

e) prinsip 

akuntabilitas 

- pelayanan publik dapat dijangkau 

secara mudah 

- mengedepankan jenis pelayanan 

secara terus menerus yang 

tersedia bagi masyarakat  

- kepastian dan kejelasan ketentuan 

yang berlaku bagi proses 

pelayanan publik  

- pelayanan publik ditangani oleh 

aparatur yang memahami secara 

teknis pelayanan 

- solusi atau jalan keluar apabila 

warga masyarakat menghadapi 

hambatan dalam pelayanan 

publik 

- pelayanan dapat dilaksanakan 

secara efektif dan efisien  

- pelayanan yang diberikan 

memberikan keuntungan 

ekonomis dan sosial  

- proses dan produk pelayanan 

dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat  

- mutu pelayanan yang diterima 

dapat dipertanggungjawabkan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likert 
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Dalam melakukan test dari masing-masing variabel, digunakan skala Likert. 

Kuesioner yang dibuat terdiri dari 5 (lima) pilihan jawaban yakni; selalu, sering, 

kadang-kadang, jarang, tidak pernah.  

 

3.4 Populasi 

Menurut Sugiyono (2018:-80), populasi adalah suatu wilayah umum yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang 

telah ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan diambil kesimpulannya. Penelitian ini 

menyangkut komunikasi politik kepala desa dan kinerja pelayanan publik, maka 

populasi yang ditetapkan masyarakat di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila. 

3.5 Sampel 

Sampel menurut Sugiyono (2018:57) adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi.  Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti 

menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu sampling insidental, yaitu suatu 

teknik pengambilan sampel yang hanya mengambil sampel yang secara kebetulan 

ditemui saat membutuhkan pelayanan di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila, 

selama satu bulan, yakni sebanyak 41 orang.  

 

3.6 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 
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1. Data primer, yaitu data yang diperoleh penulis dari informasi yang diberikan oleh 

responden di Desa Bongoime, melalui kuesioner yang akan dijawab oleh warga 

masyarakat yang terpilih menjadi responden. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis dari dokumen-dokumen, 

laporan-laporan, maupun arsip, yang dapat mendukung kelengkapan dari data 

primer yang diambil di Kantor Desa Bongoime. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat, maka dalam penelitian ini digunakan: 

1. Kuesioner, yaitu teknik yang dilakukan oleh peneliti dengan membuat daftar 

pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan penelitian, dan selanjutnya 

diberikan kepada responden untuk dijawab. Kuesioner adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 

dalam arti laporan tentang komunikasi politik dan kinerja pelayanan publik. 

2. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data, dimana peneliti mengadakan 

pengamatan secara mendetail terhadap aktivitas komunikasi politik dan kinerja 

pelayanan di Desa Bongoime. 

 

3.8 Prosedur Penelitian 

Untuk memastikan bahwa instrumen atau alat ukur yang digunakan valid dan 

reliabel, instrumen tersebut harus diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum 

digunakan dan memberikan data yang objektif ketika digunakan. 

 



36 
 

 
 

 

3.8.1 Uji validitas  

Validitas merupakan ukuran derajat ketepatan atau keandalan instrumen yang 

dimaksud dalam hal kemampuannya mengukur apa yang ingin diukur. Pengujian 

validitas dilakukan dengan mengkorelasikan setiap pertanyaan dengan skor total 

setiap variabel. Selain itu, kami menyediakan interpretasi koefisien korelasi. Untuk 

mengujinya, digunakan rumus, yakni: 

                         n∑XY – (∑X) (∑Y) 

rXY     =                  

               √ ((n∑X
2
) - (∑X)

2
) ((n ∑Y

2
) - (∑Y)

2
) 

 

Keterangan: 

r = Koefisien korelasi 

X = Variabel bebas  

Y = Variabel terikat  

n = Banyaknya sampel 

Selanjutnya dihitung dengan uji t dengan rumus: 

 

                                             r  √ n - 2 

                     t hitung =  

                                            √ 1 - r
2
 

 

Keterangan: 

t = Nilai t hitung 

n = Jumlah responden 

r = Koefisien korelasi hasil r hitung 
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Selain itu, angka korelasi yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan diubah 

menjadi nilai t-Student dan dibandingkan dengan t-tabel pada taraf signifikansi 

derajat kebebasan terpilih (n-2). Jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, 

dianggap valid. Jika t-hitung kurang dari atau sama dengan nilai t-tabel, maka 

dianggap tidak valid. Sementara itu, tentukan validitas besar pengaruh setiap variabel 

atau besar kecilnya koefisien korelasi dengan menggunakan interpretasi koefisien 

korelasi sesuai tabel di bawah ini.  

Tabel 3.2 Interpretasi koefisien  

r keterangan 

0,000 - 0,199 Korelasi sangat 

rendah 

0,200 - 0,399 Korelasi rendah 

0,400 - 0,699 Korelasi sedang 

0,700 - 0,899 Korelasi Tinggi 

0,900 - 1,000 Korelasi sangat tinggi 

 

3.8.2 Uji reliabilitas 

Dalam penelitian ini, untuk menguji reliabilitas, digunakan teknik alfa 

cronbach (a), yang dilakukan untuk jenis data interval (easy instrument) yang telah 

memiliki tingkat keandalan atau reliabilitas yang dapat diterima jika nilai 

keofisiennya reliabilitas yang terukur adalah variabel ≥ 0,60 atau 60%. 

Rumus yang digunakan yaitu rumus alfa cronbach (a) yaitu : 
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Keterangan: 

a = Relibilitas intrument 

k = Banyaknya pertanyaan 

∑a
2 

= Jumlah pertanyaan 

a1
2
 = Total varians 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

3.9.1 Rancangan uji hipotesis 

Untuk memastikan apakah terdapat pengaruh komunikasi politik kepala desa 

terhadap kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila 

Kabupaten Bone Bolango, maka pengujian dilakukan dengan menggunakan metode 

regresi sederhana.  

Metode regresi sederhana 

 

Keterangan: 

X :  komunikasi politik kepala desa  

Y :  kinerja pelayanan publik. 

3.9.2 Pengujian hipotesis 

Persamaan regresi: 

 

 

X Y 

Ϋ   =   a   +   b . X 
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                             ∑Y – b.∑X 

       a     =  

                                    n  

                          n . ∑XY – ∑X . ∑Y 

b     =  

                             n ∑X
2
 - (∑X)

2 

Keterangan:
 

X :  komunikasi politik kepala desa  

Y :  kinerja pelayanan publik 

a : Nilai konstan atau harga Y jika X = 0 

b : Nilai sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai 

  peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variabel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Sejarah Desa Bongoime 

Untuk mengetahui mulai berdirinya dan terbentuknya Desa Bongoime, maka 

tidak dapat dipisahkan dari sejarah terbentuknya Kecamatan Tilongkabila 

berdasarkan buku sejarah 5000 tahun yang lampau, dimana seluruh dataran Gorontalo 

masih digenangi air yang merupakan lautan belaka yang kelihatan pada saat itu 

hanyalah dua buah gunung, yakni Tilongkabila dan Boliyohuto yang seolah-olah dua 

buah pulau yang pada saat itu kedua gunung tersebut telah didiami manusia. Pada 

wakti itu, Pombolohuludu yang merupakan anak dari Puluwidani pada tahun 1272 

membongkar batu bata besar yang menopang pelabuhan Gorontalo sekarang ini, 

maka air yang tergenang merupakan lautan dan berangsur-angsur surut.  

Berabad-abad air mengalir kelaut dan akhirnya muncullah dataran yang 

pertama ialah Bangjo sampai Biloluludu. 

Desa Bongoime dibentuk sejak bulan April 2005 yang terdiri atas 4 dusun, 

yaitu: 

a) Dusun I 

b) Dusun II 

c) Dusun III 

d) Dusun IV  

 

40 
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Batas wilayah, sebelah utara berbatasan dengan Desa Tamboo Kecamatan 

Tilongkabila, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Poowo - Poowo Barat 

Kecamatan Kabila, sebelah timur berbatasan dengan Desa Tunggulo Selatan-

Bongohulawa Kecamatan Tilongkabila, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa 

Toto Utara- Berlian – Mootilango Kecamatan Tilongkabila. 

 

4.1.2 Uraian tugas pokok dan fungsi 

1. Kepala Desa  

Kepala desa mempunyai tugas: 

a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa  

b) Membina kehidupan masyarakat desa dan perekonomian desa  

c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.  

d) Mendamaikan perselisihan masyarakat desa  

e) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa 

hukumnya.  

f) Mengajukan raperdes dan bersama BPD menetapkan peraturan desa.  

g) Melaksanakan peraturan desa dan keputusan kepala desa  

h) Menyusun dan menetapkan APBDes setiap tahun dalam peraturan desa. 

i) Menetapkan keputusan kepala desa sebagai peraturan pelaksanaan peraturan 

desa.  

j) Menyusun program kerja tahunan dan lima tahunan  

k) Menyelenggarakan tertib keuangan desa  
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l) Menyelenggarakan tertib pertanahan, termasuk bondo desa 

m) Menyelenggarakan tertib administrasi dan pengerjaan registrasi desa. 

n) Menumbuhkan dan mengembangkan semangat gotong-royong masyarakat. 

o) Mendorong dan mewujudkan usaha-usaha peningkatan perekonomian dan 

kesejahteraan masyarakat desa.  

p) Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait tentang pemerintahan desa, 

pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan 

2. Sekretaris desa 

Sekretaris desa mempunyai tugas: 

a) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan.  

b) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap kegiatan admnistrasi yang 

dilakukan oleh kepala urusan.  

c) Menyusun rencana, mengumpulkan bahan, merumuskan program dan 

petunjuk untuk keperluan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan.  

d) Memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. 

3. Kasie pemerintahan 

Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu 

sekretaris desa dalam urusan administrasi pemerintahan, ketentraman dan 

ketertiban. Adapun tugas dan kewajibannya adalah:  

a) Menyusun rencana dan program penyelenggaraan pemerintahan. 
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b) Menyusun rencana dan program pelaksanaan administrasi kependudukan dan 

catatan sipil.  

c) Menyusun rencana dan program pembinaan ketentraman dan ketertiban 

masyarakat serta pertahanan sipil.  

d) Menyusun rencana dan program pelaksanaan pengawasan terhadap 

penyaluran bantuan kepada masyarakat serta kegiatan pengamanan akibat 

bencana alam dan bencana lainnya.  

e) Memberikan pelayanan administrasi sekretaris desa.  

f) Memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat didalam urusan 

pemerintahan.  

g) Mengerjakan register desa.  

h) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala desa melalui sekretaris desa 

secara periodik.  

i) Melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh sekretaris desa. 

4. Kasie kesejahteraan 

Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu 

Sekretaris Desa dalam urusan administrasi kesejahteraan sosial. Adapun tugas 

dan kewajibannya adalah:  

a) Menyusun rencana dan program pelayanan kepada masyarakat dibidang 

kesejahteraan sosial.  

b) Menyusun rencana dan program pembinaan dalam bidang keagamaan, 

keluarga berencana, kesehatan, dan pendidikan masyarakat.  
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c) Menyusun rencana dan program kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan 

sedekah.  

d) Memberikan pelayanan administrasi sekretaris desa.  

e) Memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat di dalam urusan 

kesejahteraan sosial.  

f) Mengerjakan register desa.  

g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala desa melalui sekretaris 

desa secara periodik.  

h) Melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan sekretaris desa 

5. Kasie pelayanan 

Kepala seksi pelayanan mempunyai tugas: 

a) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan 

kewajiban masyarakat 

b) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat 

c) Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan. 

 

4.2.Hasil Penelitian 

Sebelum menghitung besarnya pengaruh komunikasi politik kepala desa 

terhadap kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila 

Kabupaten Bone Bolango, maka langkah pertama yang harus dilakukan ialah 

melakukan pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner penelitian. Berikut akan 

diuraikan hasil pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner penelitian tersebut. 
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4.2.1 Hasil pngujian validitas kuesioner 

Skala pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, maka 

uji validitas kuesioner menggunakan korelasi product moment. Kuesioner dikatakan 

valid dengan menggunakan kriteria, yakni apabila nilai r hitung  >  r tabel (r hitung lebih 

bersar dari r tabel). Kuesioner diuji dengan menghitung koefisien korelasi antara skor 

item dan skor totalnya dalam taraf signifikansi 95% atau α = 0,05. Lebih jelasnya 

rekapitulasi hasil uji validitas instrumen dapat dilihat pada tabel. 

Tabel 4.1 Hasil pengujian validitas komunikasi politik kepala desa (variabel X) dan 

kinerja pelayanan publik (variabel Y) 

Variabel pertanyaan r hitung r tabel = 0,316 Kesimpulan 

komunikasi 

politik kepala 

desa (variabel 

X) 

 1 0.740 0,316 valid 

2 0.707 0,316 valid 

3 0.772 0,316 valid 

4 0.654 0,316 valid 

5 0.782 0,316 valid 

6 0.762 0,316 valid 

7 0.715 0,316 valid 

kinerja 

pelayanan 

publik (variabel 

Y) 

 

1 0.779 0,316 valid 

2 0.601 0,316 valid 

3 0.716 0,316 valid 

4 0.773 0,316 valid 

5 0.437 0,316 valid 

6 0.680 0,316 valid 
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7 0.644 0,316 valid 

8 0.637 0,316 valid 

9 0.644 0,316 valid 

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025 

Terlihat pada tabel 4.1, hasil perhitungan nilai r hitung untuk komunikasi politik 

kepala desa (variabel X) yang berisi tujuh pertanyaan, nlai r hitungnya semuanya 

menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai r tabel (0,316), sehingga disimpulkan 

bahwa seluruh pertanyaan diputuskan valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini. 

Disisi lain, terlihat hasil perhitungan nilai r hitung untuk kinerja pelayanan 

publik (variabel Y), yang berisi sembilan pertanyaan, nlai r hitungnya semuanya 

menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai r tabel (0,316), sehingga diputuskan 

bahwa seluruh pertanyaan diputuskan valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini. 

4.2.2 Hasil pengujian reliabilitas kuesioner 

Survei diuji keandalannya dengan  memberikan skor yang relatif sama kepada 

responden meskipun mereka menyelesaikan survei pada  waktu yang berbeda. 

Pengukuran reliabilitas kuesioner menggunakan metode cronbach’s alpha, dan 

hasilnya dapat dilihat pada tabel. 

Tabel 4.2. Hasil uji reliabilitas komunikasi politik kepala desa (variabel X) dan 

kinerja pelayanan publik (variabel Y) 

Variabel  Jumlah Pertanyaan Cronbach’s Alpha 

komunikasi politik kepala 

desa (variabel X) 
7 0,908 

kinerja pelayanan publik 

(variabel Y) 
9 0,893 

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025 
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Pada tabel 4.2 terlihat bahwa hasil pengujian reliabilitas kinerja pelayanan 

publik (variabel Y), melalui metode cronbach’s alpha, nilainya sebesar 0,893, dengan 

demikian dapat diputuskan bahwa nilai cronbach’s alpha 0,893 > 0,60, artinya semua 

pertanyaan kinerja pelayanan publik (variabel Y), disimpulkan reliabel atau 

terpercaya sebagai pengumpul data dalam penelitian ini. 

Disisi lain, terlihat bahwa hasil pengujian reliabilitas komunikasi politik kepala 

desa (variabel X), melalui metode cronbach’s alpha, nilainya sebesar 0,908, dengan 

demikian dapat diputuskan bahwa nilai cronbach’s alpha 0,908 > 0,60, artinya semua 

pertanyaan komunikasi politik kepala desa (variabel X), disimpulkan reliabel atau 

terpercaya sebagai pengumpul data dalam penelitian ini. 

 

4.3. Gambaran Variabel Penelitian 

Penelitian ini akan melihat seberapa besar pengaruh komunikasi politik kepala 

desa terhadap kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila 

Kabupaten Bone Bolango. Masing-masing indikator dari setiap variabel akan 

dilakukan pendeskripsian, sebagai berikut. 

4.3.1. Komunikasi politik kepala desa (variabel X) 

Berdasarkan tanggapan responden terhadap kuesioner yang telah diisi oleh 41 

responden, setelah diolah diperoleh nilai masing-masing jawaban responden terhadap 

komunikasi politik kepala desa (variabel X), yang hasilnya sebagai berikut. 
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Tabel 4.3 Tanggapan responden tentang kepala desa membentuk pengertian bersama 

diantara aparatur desa dan masyarakat  

Pertanyaan 1 

Jawaban pilihan Frekuensi Persen (%) 

Selalu  14 34.1 

Sering  20 48.8 

Kadang-kadang 4 9.8 

Jarang  3 7.3 

Tidak pernah 0 0 

Jumlah 41 100% 

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025 

 

Tanggapan responden mengenai Kepala desa membentuk pengertian bersama 

diantara aparatur desa dan masyarakat tentang bagaimana sikap seharusnya yang 

harus diperankan setiap pihak dan bagaimana bertindak terhadap sesamanya dalam 

pelaksanaan pelayanan publik, dapat diketahui bahwa sebanyak 14 responden 

(34,1%) menjawab selalu, sebanyak 20 responden (48,8%) menjawab sering, 

sebanyak 4 responden (9,8%) menjawab kadang-kadang, dan sebanyak 3 responden 

(7,3%) menjawab jarang. Hal ini berarti bahwa Kepala desa dapat membentuk 

pengertian bersama diantara aparatur desa dan masyarakat tentang bagaimana sikap 

seharusnya yang harus diperankan setiap pihak dan bagaimana bertindak terhadap 

sesamanya dalam pelaksanaan pelayanan publik. 
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Tabel 4.4 Tanggapan responden tentang kepala desa membentuk opini publik yang 

positif tentang pelayanan publik yang diberikan pemerintah desa 

Pertanyaan 2 

Jawaban pilihan Frekuensi Persen (%) 

Selalu  16 39.0 

Sering  18 43.9 

Kadang-kadang 7 17.1 

Jarang  0 0 

Tidak pernah 0 0 

Jumlah 41 100% 

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025 

 

Tanggapan responden mengenai kepala desa membentuk opini publik yang 

positip tentang pelayanan publik yang diberikan pemerintah desa, dapat diketahui 

bahwa sebanyak 16 responden (39,0%) menjawab selalu, sebanyak 18 responden 

(43,9%) menjawab sering, dan sebanyak 7 responden (17,1%) menjawab kadang-

kadang. Hal ini berarti bahwa kepala desa dapat membentuk opini publik yang positip 

tentang pelayanan publik yang diberikan pemerintah desa. 

Tabel 4.5 Tanggapan responden tentang kepala desa mempengaruhi masyarakat 

dengan berbagai pesan yang disampaikan, seperti memberi nasehat dan peringatan 

Pertanyaan 3 

Jawaban pilihan Frekuensi Persen (%) 

Selalu  18 43.9 

Sering  20 48.8 

Kadang-kadang 2 4.9 

Jarang  1 2.4 

Tidak pernah 0 0 

Jumlah 41 100% 

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025 

Tanggapan responden mengenai kepala desa mempengaruhi masyarakat dengan 

berbagai pesan yang disampaikan, seperti memberi nasehat dan peringatan, dapat 

diketahui bahwa sebanyak 18 responden (43,9%) menjawab selalu, sebanyak 20 
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responden (48,8%) menjawab sering, sebanyak 2 responden (4,9%) menjawab 

kadang-kadang, dan sebanyak 1 responden (2,4%) menjawab jarang. Hal ini berarti 

bahwa kepala desa dapat mempengaruhi masyarakat dengan berbagai pesan yang 

disampaikan, seperti memberi nasehat dan peringatan. 

Tabel 4.6 Tanggapan responden tentang kepala desa berkomunikasi tatap muka 

dengan aparatur desa dan warga masyarakat tentang berbagai hal yang menyangkut 

pelayanan publik 

Pertanyaan 4 

Jawaban pilihan Frekuensi Persen (%) 

Selalu  16 39.0 

Sering  16 39.0 

Kadang-kadang 8 19.5 

Jarang  1 2.4 

Tidak pernah 0 0 

Jumlah 41 100% 

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025 

Tanggapan responden mengenai kepala desa berkomunikasi tatap muka dengan 

aparatur desa dan warga masyarakat tentang berbagai hal yang menyangkut 

pelayanan publik, dapat diketahui bahwa sebanyak 16 responden (39,0%) menjawab 

selalu, sebanyak 16 responden (39,0%) menjawab sering, sebanyak 8 responden 

(19,5%) menjawab kadang-kadang, dan sebanyak 1 responden (2,4%) menjawab 

jarang. Hal ini berarti bahwa kepala desa sudah berkomunikasi tatap muka dengan 

aparatur desa dan warga masyarakat tentang berbagai hal yang menyangkut 

pelayanan publik. 
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Tabel 4.7 Tanggapan responden tentang kepala desa menggunakan media cetak dan 

media elektronik dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelayanan 

publik di desa 

Pertanyaan 5 

Jawaban pilihan Frekuensi Persen (%) 

Selalu  14 34.1 

Sering  18 43.9 

Kadang-kadang 5 12.2 

Jarang  3 7.3 

Tidak pernah 1 2.4 

Jumlah 41 100% 

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025 

Tanggapan responden mengenai kepala desa menggunakan media cetak dan 

media elektronik dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelayanan 

publik di desa, dapat diketahui bahwa sebanyak 14 responden (34,1%) menjawab 

selalu, sebanyak 18 responden (43,9%) menjawab sering, sebanyak 5 responden 

(12,2%) menjawab kadang-kadang, sebanyak 3 responden (7,3%) menjawab jarang, 

dan 1 responden (2,4%) menjawab tidak pernah. Hal ini berarti bahwa kepala desa 

sudah menggunakan media cetak dan media elektronik dalam menyampaikan 

informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik di desa 

Tabel 4.8 Tanggapan responden tentang informasi yang disampaikan kepala desa, 

baik melalui komunikasi tatap muka, media cetak dan media elektronik, dapat 

dipahami oleh warga masyarakat 

Pertanyaan 6 

Jawaban pilihan Frekuensi Persen (%) 

Selalu  11 26.8 

Sering  17 41.5 

Kadang-kadang 11 26.8 

Jarang  1 2.4 

Tidak pernah 1 2.4 

Jumlah 41 100% 

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025 
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Tanggapan responden mengenai informasi yang disampaikan kepala desa, baik 

melalui komunikasi tatap muka, media cetak dan media elektronik, dapat dipahami 

oleh warga masyarakat, dapat diketahui bahwa sebanyak 11 responden (26,8%) 

menjawab selalu, sebanyak 17 responden (41,5%) menjawab sering, sebanyak 11 

responden (26,8%) menjawab kadang-kadang, sebanyak 1 responden (2,4%) 

menjawab jarang, dan 1 responden (2,4%) menjawab tidak pernah. Hal ini berarti 

bahwa informasi yang disampaikan kepala desa, baik melalui komunikasi tatap muka, 

media cetak dan media elektronik, dapat dipahami oleh warga masyarakat 

Tabel 4.9 Tanggapan responden tentang masyarakat aktif memberikan saran dan 

masukan kepada pemerintah desa tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang 

mereka terima, karena kegiatan komunikasi kepala desa 

Pertanyaan 7 

Jawaban pilihan Frekuensi Persen (%) 

Selalu  11 26.8 

Sering  15 36.6 

Kadang-kadang 12 29.3 

Jarang  2 4.9 

Tidak pernah 1 2.4 

Jumlah 41 100% 

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025 

Tanggapan responden mengenai masyarakat aktif memberikan saran dan 

masukan kepada pemerintah desa tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang 

mereka terima, karena kegiatan komunikasi kepala desa, dapat diketahui bahwa 

sebanyak 11 responden (26,8%) menjawab selalu, sebanyak 15 responden (36,6%) 

menjawab sering, sebanyak 2 responden (4,9%) menjawab kadang-kadang, dan 

sebanyak 1 responden (2,4%) menjawab jarang. Hal ini berarti bahwa kepala desa 

masyarakat aktif memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa tentang 
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penyelenggaraan pelayanan publik yang mereka terima, karena kegiatan komunikasi 

kepala desa. 

 

4.3.2. Kinerja pelayanan publik (variabel Y) 

Dalam penelitian ini, penulis mengajukan sembilan (9) pertanyaan untuk 

mengukur variabel kinerja pelayanan publik, melalui kuesioner kepada responden 

sebanyak 41 orang. Adapun hasilnya sebagai berikut. 

Tabel 4.10 Tanggapan responden tentang pelayanan publik dapat dijangkau secara 

mudah oleh setiap pengguna pelayanan, baik menyangkut tempat, jarak dan prosedur 

pelayanan 

Pertanyaan 1 

Jawaban pilihan Frekuensi Persen (%) 

Selalu  17 41.5 

Sering  18 43.9 

Kadang-kadang 6 14.6 

Jarang  0 0 

Tidak pernah 0 0 

Jumlah 41 100% 

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025 

Tanggapan responden mengenai pelayanan publik dapat dijangkau secara 

mudah oleh setiap pengguna pelayanan, baik menyangkut tempat, jarak dan prosedur 

pelayanan, dapat diketahui bahwa sebanyak 17 responden (41,5%) menjawab selalu, 

sebanyak 18 responden (43,9%) menjawab sering, dan sebanyak 6 responden (14,6%) 

menjawab kadang-kadang. Hal ini berarti pelayanan publik dapat dijangkau secara 

mudah oleh setiap pengguna pelayanan, baik menyangkut tempat, jarak dan prosedur 

pelayanan. 
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Tabel 4.11 Tanggapan responden tentang pemerintah desa mengedepankan jenis 

pelayanan secara terus menerus yang tersedia bagi masyarakat 

Pertanyaan 2 

Jawaban pilihan Frekuensi Persen (%) 

Selalu  20 48.8 

Sering  17 41.5 

Kadang-kadang 4 9.8 

Jarang  0 0 

Tidak pernah 0 0 

Jumlah 41 100% 

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025 

Tanggapan responden mengenai pemerintah desa mengedepankan jenis 

pelayanan secara terus menerus yang tersedia bagi masyarakat, dapat diketahui bahwa 

sebanyak 20 responden (48,8%) menjawab selalu, sebanyak 17 responden (41,5%) 

menjawab sering, dan sebanyak 4 responden (9,8%) menjawab kadang-kadang. Hal 

ini berarti pemerintah desa sudah mengedepankan jenis pelayanan secara terus 

menerus yang tersedia bagi masyarakat. 

Tabel 4.12 Tanggapan responden tentang terdapat kepastian dan kejelasan ketentuan 

yang berlaku bagi proses pelayanan publik yang diterima warga masyarakat 

Pertanyaan 3 

Jawaban pilihan Frekuensi Persen (%) 

Selalu  20 48.8 

Sering  17 41.5 

Kadang-kadang 4 9.8 

Jarang  0 0 

Tidak pernah 0 0 

Jumlah 41 100% 

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025 

Tanggapan responden mengenai terdapat kepastian dan kejelasan ketentuan 

yang berlaku bagi proses pelayanan publik yang diterima warga masyarakat, dapat 



55 
 

 

diketahui bahwa sebanyak 20 responden (48,8%) menjawab selalu, sebanyak 17 

responden (41,5%) menjawab sering, dan sebanyak 4 responden (9,8%) menjawab 

kadang-kadang. Hal ini berarti terdapat kepastian dan kejelasan ketentuan yang 

berlaku bagi proses pelayanan publik yang diterima warga masyarakat. 

Tabel 4.13 Tanggapan responden tentang proses pelayanan publik ditangani oleh 

aparatur yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan 

Pertanyaan 4 

Jawaban pilihan Frekuensi Persen (%) 

Selalu  17 41.5 

Sering  18 43.9 

Kadang-kadang 4 9.8 

Jarang  2 4.9 

Tidak pernah 0 0 

Jumlah 41 100% 

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025 

Tanggapan responden mengenai proses pelayanan publik ditangani oleh 

aparatur yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan, dapat diketahui bahwa 

sebanyak 17 responden (41,5%) menjawab selalu, sebanyak 18 responden (43,9%) 

menjawab sering, sebanyak 4 responden (9,8%) menjawab kadang-kadang, dan 

sebanyak 2 responden (4,9%) menjawab jarang. Hal ini berarti proses pelayanan 

publik sudah ditangani oleh aparatur yang benar-benar memahami secara teknis 

pelayanan.  
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Tabel 4.14 Tanggapan responden tentang aparatur dapat memberikan solusi atau jalan 

keluar apabila warga masyarakat menghadapi hambatan dalam pelayanan publik 

Pertanyaan 5 

Jawaban pilihan Frekuensi Persen (%) 

Selalu  11 26.8 

Sering  25 61.0 

Kadang-kadang 4 9.8 

Jarang  1 2.4 

Tidak pernah 0 0 

Jumlah 41 100% 

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025 

Tanggapan responden mengenai aparatur dapat memberikan solusi atau jalan 

keluar apabila warga masyarakat menghadapi hambatan dalam pelayanan publik, 

dapat diketahui bahwa sebanyak 11 responden (26,8%) menjawab selalu, sebanyak 

25 responden (61,0%) menjawab sering, sebanyak 4 responden (9,8%) menjawab 

kadang-kadang, dan sebanyak 1 responden (2,4%) menjawab jarang. Hal ini berarti 

aparatur sudah dapat memberikan solusi atau jalan keluar apabila warga masyarakat 

menghadapi hambatan dalam pelayanan publik 

Tabel 4.15 Tanggapan responden tentang pelayanan sebisa mungkin dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien 

Pertanyaan 6 

Jawaban pilihan Frekuensi Persen (%) 

Selalu  18 43.9 

Sering  18 43.9 

Kadang-kadang 4 9.8 

Jarang  1 2.4 

Tidak pernah 0 0 

Jumlah 41 100% 

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025 
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Tanggapan responden mengenai pelayanan sebisa mungkin dapat dilaksanakan 

secara efektif dan efisien, dapat diketahui bahwa sebanyak 18 responden (43,9%) 

menjawab selalu, sebanyak 18 responden (43,9%) menjawab sering, sebanyak 4 

responden (9,8%) menjawab kadang-kadang, dan sebanyak 1 responden (2,4%) 

menjawab jarang. Hal ini berarti pelayanan sudah sebisa mungkin dapat dilaksanakan 

secara efektif dan efisien 

Tabel 4.16 Tanggapan responden tentang pelayanan yang diberikan aparatur desa 

memberikan keuntungan ekonomis dan sosial bagi pemerintah maupun bagi 

masyarakat luas 

Pertanyaan 7 

Jawaban pilihan Frekuensi Persen (%) 

Selalu  16 39.0 

Sering  17 41.5 

Kadang-kadang 6 14.6 

Jarang  2 4.9 

Tidak pernah 0 0 

Jumlah 41 100% 

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025 

Tanggapan responden mengenai pelayanan yang diberikan aparatur desa 

memberikan keuntungan ekonomis dan sosial bagi pemerintah maupun bagi 

masyarakat luas, dapat diketahui bahwa sebanyak 16 responden (39,0%) menjawab 

selalu, sebanyak 17 responden (41,5%) menjawab sering, sebanyak 6 responden 

(14,6%) menjawab kadang-kadang, dan sebanyak 2 responden (4,9%) menjawab 

jarang. Hal ini berarti pelayanan yang diberikan aparatur desa sudah memberikan 

keuntungan ekonomis dan sosial bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas. 
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Tabel 4.17 Tanggapan responden tentang proses dan produk pelayanan yang telah 

diberikan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

Pertanyaan 8 

Jawaban pilihan Frekuensi Persen (%) 

Selalu  15 36.6 

Sering  19 46.3 

Kadang-kadang 5 12.2 

Jarang  2 4.9 

Tidak pernah 0 0 

Jumlah 41 100% 

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025 

Tanggapan responden mengenai proses dan produk pelayanan yang telah 

diberikan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dapat diketahui bahwa 

sebanyak 15 responden (36,6%) menjawab selalu, sebanyak 19 responden (46,3%) 

menjawab sering, sebanyak 5 responden (12,2%) menjawab kadang-kadang, dan 

sebanyak 2 responden (4,9%) menjawab jarang. Hal ini berarti proses dan produk 

pelayanan yang telah diberikan sudah dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat. 

Tabel 4.18 Tanggapan responden tentang mutu pelayanan yang diterima warga 

masyarakat dapat dipertanggungjawabkan kepada atasan dan masyarakat 

Pertanyaan 9 

Jawaban pilihan Frekuensi Persen (%) 

Selalu  16 39.0 

Sering  17 41.5 

Kadang-kadang 6 14.6 

Jarang  2 4.9 

Tidak pernah 0 0 

Jumlah 41 100% 

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025 
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Tanggapan responden mengenai mutu pelayanan yang diterima warga 

masyarakat dapat dipertanggungjawabkan kepada atasan dan masyarakat, dapat 

diketahui bahwa sebanyak 16 responden (39,0%) menjawab selalu, sebanyak 17 

responden (41,5%) menjawab sering, sebanyak 6 responden (14,6%) menjawab 

kadang-kadang, dan sebanyak 2 responden (4,9%) menjawab jarang. Hal ini berarti 

mutu pelayanan yang diterima warga masyarakat sudah dapat 

dipertanggungjawabkan kepada atasan dan masyarakat. 

4.4. Hasil Pengujian Hipotesis 

Langkah pertama dalam uji statistik yakni mengetahui korelasi atau hubungan 

antara kedua variabel, yakni komunikasi politik kepala desa dan kinerja pelayanan 

publik. Uji korelasi merupakan metode evaluasi statistik yang digunakan untuk 

mempelajari kekuatan hubungan antara dua variabel yang diukur. Berikut hasil 

analisis korelasi terhadap tata hubungan dan tingkat pengaruh antara kedua variabel 

penelitian. 

Tabel 4.19 Hasil uji korelasi 

  Kinerja 

pelayanan 

publik 

(variabel Y) 

Komunikasi 

politik kepala 

desa (variabel 

X) 

Pearson Correlation Kinerja pelayanan 

publik (variabel Y) 

1.000 .815 

Komunikasi politik 

kepala desa (variabel X) 

.815 1.000 

Sig. (1-tailed) Kinerja pelayanan 

publik (variabel Y) 

. .000 
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Komunikasi politik 

kepala desa (variabel X) 

.000 . 

N Kinerja pelayanan 

publik (variabel Y) 

41 41 

Komunikasi politik 

kepala desa (variabel X) 

41 41 

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025 

 

Berdasarkan hasil uji korelasi menggunakan komputer dengan bantuan software 

SPSS versi 21.00 didapatkan besaran korelasi yakni r = 0,815, dengan tingkat 

signifikansi 0,05 dan jumlah N atau sampel sebesar 41 orang. Dengan demikian, 

besarnya nilai keeratan hubungan (korelasi) antara komunikasi politik kepala desa 

terhadap kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila 

Kabupaten Bone Bolango yakni 0,815 (81,5%). 

Selanjutnya dilakukan pengujian regresi sederhana, dimana hasil penelitian 

dengan uji regresi sederhana didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.20 Model summary komunikasi politik kepala desa (variabel X) terhadap 

kinerja pelayanan publik (variabel Y) 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .815
a
 .664 .656 2.99165 1.469 

a. Predictors: (Constant), Komunikasi politik kepala desa (variabel X) 

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025 
 

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa R ialah 0,815 yang berarti nilai korelasi 

atau hubungan antara komunikasi politik kepala desa (variabel X) terhadap kinerja 

pelayanan publik (variabel Y) yakni sebesar 0,815 (81,5%). Adapun nilai R Square 

(r
2
) yakni 0,664. Nilai ini mempunyai makna bahwa pengaruh komunikasi politik 
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kepala desa terhadap kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime Kecamatan 

Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango yakni sebesar 0,664 (66,4%).  

Selanjutnya, untuk mengetahui model regresi, maka diperlukan uji hipotesis. 

Uji hipotesis tersebut dengan melihat angka signifikansinya pada tabel coefficients 

correlations, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.21 Koefisien korelasi komunikasi politik kepala desa (variabel X) terhadap 

kinerja pelayanan publik (variabel Y) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 14.386 2.779  5.176 .000 

Komunikasi politik 

kepala desa (variabel 

X) 

.841 .096 .815 8.788 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja pelayanan publik (variabel Y) 

Sumber: Olahan kuesioner, tahun 2025 

 

Pada tabel 4.21, menunjukkan bahwa persamaan regresi sederhana hasil 

penelitian ini, sebagai berikut: 

Ϋ   =   a   +   b . X    

Ϋ   =  14,386 + 0,841 .  X 

Persamaan struktural tersebut berarti bahwa konstanta sebesar 14,386 bermakna 

bahwa, jika tidak ada kenaikan nilai dari komunikasi politik kepala desa (variabel X), 

maka nilai kinerja pelayanan publik (variabel Y) adalah 14,386. Koefisien regresi 

sebesar 0,841 mengatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) satu skor atau 

nilai komunikasi politik kepala desa (variabel X) akan memberikan kenaikan skor 
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sebesar 0,841. Uji t untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel kinerja 

pelayanan publik (variabel Y). Kriteria uji koefisien regresi dari komunikasi politik 

kepala desa (variabel X) terhadap kinerja pelayanan publik (variabel Y), adalah 

sebagai berikut: 

Hipotesis yang diajukan dalam bentuk kalimat. 

Ho: Komunikasi politik kepala desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pelayanan 

publik di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. 

Ha: Komunikasi politik kepala desa berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik di 

Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. 

Selanjutnya, untuk mengetahui signifikansi regresi sederhana, bandingkan 

antara nilai probabilitas 0,05 dengan nilai probabilitas Sig sebagai berikut. 

 Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas Sig atau 

(0,05 ≤ Sig), maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan. 

 Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas Sig 

atau (0,05 ≥ Sig), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan. 

Keputusan pengujian: 

Terlihat bahwa kolom Sig (signifikansi) pada tabel 4.21 coefficients variabel 

YX ternyata nilai probabilitas Sig = 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau 

nilai 0,05 > 0,000, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya koefisien regresi adalah 

signifikan.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa :  
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Ha: Komunikasi politik kepala desa berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik di 

Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango., diterima. 

 

4.5. Pembahasan 

Berkaitan dengan  pelayanan  publik,  Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila 

sebagai  penyelenggara   pemerintahan,  pembangunan,  kemasyarakatan,  dan 

pelayanan publik,  tentulah  para  pegawainya  dituntut  mampu  menunjukkan  

kinerja  pelayanannya  agar  memberikan  pelayanan  prima  kepada  masyarakat.  

Pelayanan  Publik  merupakan suatu pelayanan terhadap masyarakat, baik  jasa  

maupun  non  jasa  yang  dilakukan  oleh  organisasi  publik  dalam  hal  ini  adalah  

suatu  pemerintahan.  Dalam pemerintahan,  pihak  yang  memberikan  pelayanan 

adalah  aparatur  pemerintahan  beserta  segenap  kelengkapan  kelembagaannya. 

Kinerja  pelayanan  publik  yang  baik  menjamin  keberhasilan  pelayanan  tersebut,  

begitu   pun  sebaliknya.  Keadaan  ini  menyebabkan  setiap  organisasi  publik  

berusaha  meningkatkan  kualitas  pelayanan  terbaik  sebagai  upaya  mendekatkan  

jarak  antara  masyarakat  dan  pemerintah. 

Tinggi rendahnya kinerja  pelayanan  publik  sangat ditentukan oleh kepribadian  

pegawai  itu  sendiri.  Model pelayanan yang tanggap, akurat, simpatik, penampilan 

yang sopan dan ramah serta memberikan suatu jaminan merupakan model pelayanan 

yang diinginkan oleh masyarakat. Sebuah pelayanan publik dinilai bertanggung jawab 

apabila dilandasi dengan tata nilai yang jelas-jelas membela kepentingan masyarakat 

luas. untuk keperluan penilaian ini proses pengembangan setiap bentuk pelayanan 
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harus di awali dengan perumusan visi dan misi yang tepat serta kemampuan dari 

aparatur pemerintah tersebut. Pada hakekatnya  pelayanan  publik  merupakan 

pemberian  pelayanan  prima  kepada  masyarakat desa  yang  merupakan  perwujudan  

kewajiban  aparatur  pemerintah desa sebagai  abdi  masyarakat.  Dengan  demikian, 

kinerja  pelayanan  sektor  publik  merupakan  kebutuhan  yang  mendesak  dalam  

rangka  reformasi  administrasi  pemerintahan  di desa, dan  ini  adalah  merupakan  

kunci  keberhasilan  sehingga  menumbuhkan  kepercayaan  publik  atau  masyarakat  

pada  pemerintahannya.  

Pemerintah Desa Bongoime memiliki peran yang sangat penting untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa sebagai pihak yang paling 

dekat dengan masyarakatnya, tentunya memiliki tanggungjawab utama dalam 

memberikan pelayanan-pelayanan dasar kepada warga masyarakatnya, seperti 

kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sebagainya, dimana pelayanan tersebut harus 

tersedia dan terjangkau oleh masyarakatnya. Olehnya itu, pemerintah Desa Bongoime 

harus mampu memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya dan bertindak 

secara proaktif untuk memenuhinya, dengan melakukan komunikasi politik. Ummah 

(2023) mengatakan bahwa komunikasi politik di dalam ranah lokal, terutama dalam 

desa, memiliki peranan yang sangat vital dalam mengelola pelayanan publik dengan 

efisien dan berkualitas.  

Komunikasi politik pemerintah Desa Bongoime, bukan hanya menyangkut 

penyampaian informasi semata, melainkan juga melalui komunikasi politik ini, juga 
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akan dapat memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses keputusan di 

tingkat desa. Selain itu, komunikasi politik pemerintah Desa Bongoime juga dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan desa. Dengan menyediakan informasi 

yang jelas dan terbuka tentang kegiatan dan anggaran pemerintah desa, masyarakat 

dapat mengawasi kinerja pemerintahannya dan memastikan penggunaan sumber daya 

publiksecara efisien dan adil. Jika hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Desa 

Bongoime, tentunya bukan hanya dapat membantu mencegah praktik korupsi dan 

penyalahgunaan kekuasaan, akan tetapi juga dapat memperkuat kepercayaan dan 

legitimasi pemerintahan desa di mata masyarakatnya. 

Hasil penelitian di Desa Bongoime menunjukkan bahwa komunikasi politik 

kepala desa memiliki pengaruh terhadap kinerja pelayanan publik sebesar 0,664 

(66,4%). Pengaruh ini termasuk kategori sedang apabila dikonsultasikan pada tabel 

3.1 interpretasi koefisien korelasi. Ini menunjukkan bahwa komunikasi politik kepala 

Desa Bongoime belum begitu maksimal dalam mendukung peningkatan kinerja 

pelayanan publik aparatur pemerintah Desa Bongoime. Menurut Febriantoro dan 

Kristanto (2024:27), peningkatan komunikasi internal akan meningkatkan kinerja 

karyawan. Komunikasi yang buruk merupakan hasil dari hubungan interpersonal yang 

buruk yang memengaruhi cara orang berperilaku dan berkomunikasi  dalam suatu 

organisasi atau lembaga. Menurut Simbolon dan Ivanna (2024) hal ini tentunya 

bermanfaat bagi para pemimpin desa karena melalui komunikasi yang efektif, 
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pemerintah desa dapat memberikan informasi tentang program dan kebijakan yang 

dijalankan serta merespon keinginan dan kebutuhan masyarakat. hal ini perlu menjadi 

perhatian. Ini akan membantu membangun hubungan yang lebih baik antara 

pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan partisipasi mereka dalam 

pembangunan desa. 

Aparatur pemerintah desa sebagai unsur utama pelaksanaan pemberian 

pelayanan kepada masyarakat, selalu dituntut untuk mampu berkinerja tinggi dalam 

posisinya sebagai pelayan masyarakat yang tidak bersifat orientasi keuntungan, 

melainkan adanya misi khusus yang perlu diwujudkan, yaitu keadilan, kemandirian 

dan kesejahteraan masyarakat. Aparatur yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan 

dan pelayanan pada hakikatnya adalah abdi masyarakat. Sebagai abdi masyarakat 

berarti sebagai pelaksana umum tugas tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan 

segenap lapisan masyarakat, sesuai dengan bidang tugasnya, masing-masing dan 

senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai 

hukum positif.  

Pemerintah Desa Bongoime dalam tugasnya sehari-hari, senantiasa dihadapkan 

pada berbagai permasalahan dalam bentuk pelayanan kepada segenap lapisan 

masyarakat, terutama menyangkut kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan 

tersebut. Untuk itu, Kepala Desa Bongoime berupaya untuk meningkatkan kinerja 

pelayanan aparaturnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Keberhasilan pemerintah Desa Bongoime dalam mencapai, tujuannya tidak terlepas 
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dari terjalinnya komunikasi yang baik. Hamali mengatakan komunikasi yang efektif 

dalam suatu organisasi membuat setiap orang lebih mudah menyelesaikan tugas yang 

diberikan. Oleh karena itu, pimpinan harus mampu berkomunikasi secara efektif saat 

memberikan instruksi, arahan, memotivasi bawahan, dan menjalankan fungsi 

pengawasan. Komunikasi tersebut tidak hanya terjadi antara atasan dan bawahan saja, 

tetapi juga antar rekan kerja, sehingga setiap karyawan berpotensi untuk dapat 

berfungsi dengan baik (Fransiska dan Tupti, 2020:225). Hal ini sangat tidak 

diinginkan karena dapat memengaruhi kinerja. Ada banyak tugas yang perlu 

diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, tetapi kurangnya komunikasi  dapat 

mengakibatkan tugas tidak selesai dalam jangka waktu yang ditentukan. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Ulfa (2017) menyimpulkan bahwa komunikasi 

berhubungan erat dengan kinerja. Jika komunikasi ini tidak lancar, kesalahpahaman 

dapat timbul dan memengaruhi pekerjaan anggota. 

Dalam sebuah komunikasi politik, kehadiran kepala desa selaku figur yang 

tentunya memiliki kewenangan dan popularitas, dapat digunakan secara efektif untuk 

mempengaruhi masyarakat. Pentingnya komunikasi dalam setiap pelaksanaan 

berbagai kegiatan atau kerja suatu organisasi, akan menjelma menjadi penentu dalam 

peneilaian keefektifan dan efisiensi dari organisasi pemerintahan desa. Komunikasi 

menunjukkan apakah organisasi tersebut telah berhasil mencapai suatu target yang 

telah ditentukan dan disepakati terlebih dahulu, khususnya dalam upaya pemerintah 

desa untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime. Komunikasi 



68 
 

 
 

politik terdiri dari aktor politik dan pesan politik yang berkaitan dengan kekuasaan, 

pemerintahan, dan semua kebijakan pemerintah. Komunikasi ini terjadi dalam 

perilaku politik yang kompleks. Kompleksitas komunikasi politik berjalan dalam 

proses politik yang selalu unik dan strategis dari seorang komunikator melalui pesan 

dan media. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4, dapat ditarik 

kesimpulan, yakni: 

Komunikasi politik kepala desa berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik 

di Desa Bongoime sebesar 0,664 (66,4%). Pengaruh ini termasuk kategori sedang 

yang menunjukkan bahwa komunikasi politik Kepala Desa Bongoime belum begitu 

maksimal dalam mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik aparatur 

pemerintah Desa Bongoime. Masih kurang maksimalnya komunikasi politik Kepala 

Desa Bongoime, dikarenakan beberapa indikator komunikasi politik kepala desa, 

masih kurang mendapat tanggapan maksimal, seperti kepala desa kurang maksimal 

membentuk opini publik yang positip tentang pelayanan publik yang diberikan 

pemerintah desa, masih kurang maksimal berkomunikasi tatap muka dengan aparatur 

desa dan warga masyarakat tentang berbagai hal yang menyangkut pelayanan publik, 

informasi yang disampaikan kepala desa, baik melalui komunikasi tatap muka, media 

cetak dan media elektronik, masih kurang dapat dipahami oleh warga masyarakat, 

dan masyarakat kurang aktif memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa 

tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang mereka terima. 

 

5.2 Saran 

Berdasar kesimpulan penelitian, dapat diberikan saran yakni: 
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1) Kepala Desa Bongoime lebih memaksimalkan lagi komunikasi politiknya 

dengan melakukan komunikasi tatap muka dengan aparatur desa dan warga 

masyarakat tentang berbagai hal yang menyangkut pelayanan publik. 

Komunikasi tatap muka kepala desa dapat mengurangi ketidakpahaman 

sebagian masyarakat tentang informasi terkait pelayanan publik yang diberikan 

oleh pemerintah Desa Bongoime. 

2) Kepala Desa Bongoime sebaiknya memberikan pelatihan teknis terkait 

pekerjaan aparatur pemerintah desa, pelatihan tersebut dapat dilaksanakan baik 

dalam hal bekerja maupun melayani masyarakat, serta dalam hal penguasaan 

terhadap peralatan penunjang kerja, seperti komputer. 
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ABSTRACT 
 
 
TEUKU MUHAMAD HIKMAT NURSALIM.  S2121014.  THE IMPACT OF 
VILLAGE HEAD POLITICAL COMMUNICATION ON PUBLIC SERVICE 
PERFORMANCE IN BONGOIME VILLAGE, TILONGKABILA SUBDISTRICT, 
BONE BOLANGO REGENCY 
 
This research aims to know the impact of the village head's political communication 
on public service performance in Bongoime Village, Tilongkabila Subdistrict, Bone 
Bolango Regency. A quantitative approach with a survey method is employed for this 
research, involving a sample size of 41 participants. Data analysis employs simple 
linear regression analysis. The results indicate that the village head's political 
communication significantly impacts public service performance in Bongoime Village, 
categorizing the impact as moderate. This research suggests that the political 
communication efforts of the Bongoime Village Head have not been fully effective in 
enhancing the public service performance of the village government staff.  
 
Keywords: performance, public service, political communication 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRAK 
 
 
TEUKU MUHAMAD HIKMAT NURSALIM. S2121014. PENGARUH 
KOMUNIKASI POLITIK KEPALA DESA TERHADAP KINERJA 
PELAYANAN PUBLIK DI DESA BONGOIME KECAMATAN 
TILONGKABILA KABUPATEN BONE BOLANGO 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh komunikasi politik 
kepala desa terhadap kinerja pelayanan publik di Desa Bongoime Kecamatan 
Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan metode survey. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 41 orang. 
Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana.  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa komunikasi politik kepala desa berpengaruh terhadap kinerja 
pelayanan publik di Desa Bongoime, dengan kategori sedang yang menunjukkan 
bahwa komunikasi politik Kepala Desa Bongoime belum begitu maksimal dalam 
mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik aparatur pemerintah Desa.  

 
Kata kunci: kinerja, pelayanan publik, komunikasi politik 
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